BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2¢¥ TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

Menimbang :

Mengingat

1.

KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kciech;ua Peratiuran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negar |da'(n R for’lgriam Birokrasi -
Republik Indonesia Nomor~ ﬁl’g‘?hf QOQ f\tbnfané Sistem. Kerja

Pada Instansi Penwmptah[ ﬁqijk nyqdprhqﬁaaﬁLdeEra31 dan
Pasal 3 hurufc Pf{' ran Daer Ifébupa%e/n -Jember Nomor 3
Tahun 2016 tentang | Pembentukan | Susunan Perangkat
Daerah rlu 'menet kan ,Pera./tu/ ran Bupati Jember tentang

, Keduduﬂ Suadnan drgamsam Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerjq Inspe:ktorat Kabupaten Jember dengan

| mengimpl mentamkan penyesuaian struktur Perangkat Daerah

gih‘lam /a«rrgka penyederhanaan birokrasi;

Lb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
" huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Jember;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965



Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801),

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhif dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Periipahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 atiu 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran -Negarp | Repliblik Indoneslj;a/
Tahun 2015 Nomor 58, tambahdh e bli
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemeritttah( Pengganti lfnt : ng Nomor 2 Tahun
2022 tentarig-Cipta| Kerja [Le aE:EL p epublik Indonesia
Nomor 238] Tambahen Eémbaran Negara Republik

mor|§84 1)
Sl alh Nerfior 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
harap-Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);




9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nontor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H a1 Daerah
(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1077z 017 tentang
Pedoman Nomenklatur InSpekt : ovinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 20
Nomor 1605);

13. Peraturan Mentert DB

Pembinag fols
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018 tentang

Ind
d agrihaan Aparatur Negara dan
25 Tahun 2021 tentang
Stfuktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
derhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik

Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja

pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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(1)

(2)

(4)

ol

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.

Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember.
Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten
Jember. -
Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembgmu""' pada
Inspektorat Kabupaten Jember. s

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Syagigﬂa{cﬂa Inspektorat
Kabupaten Jember.

. Jabatan Fungsmnal adal yang berisi
fungsi dan tugas berkai d el qe:n;ﬂ gsio /nai/ yang
berdasarkan pad TEah ia | ai'l aﬂJxerteﬁtu
Pejabat /Eu’n 10& %h |P q 1 al;ur Slpll Negara (ASN)

gsi Pp’ada instansi pemerintah.
L /

yang méanud T J

g w _BABI
KEDUD JKAN I DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas
lain yang diberikan oleh Bupati.
Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan,




b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati,

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi Inspektorat;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan

pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan
penilaian tugas pengawasan.

@ oo a

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan st
2. Kelompok Jabatan Fungsional. .
b. Inspektur Pembantu Wilayah 1 terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional Auditor dan Pe ilermtahan,
c. Inspektur Pembantu Wlla/yah/ L fekd I‘\L‘fat s Kelompok -
Jabatan Fungsional A}u:h J_‘ﬁ ijenga‘wag Pemerintahan; —
d. Inspektur Pem || I“té diri/ dtas Ke-fo/mpok
Jabatan F‘un/ ional itor ; p]ge%\j(as/P ermtahan
h| TV-terdiri atas Kelompok

d a}
Audito Mawas Pemerintahan;

“ /dan ertanggungjawab kepada Inspektur.
':_’_"..{13)"' Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan
administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat serta
tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.



(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

(2)

pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian rencana program kerja dan anggaran
pengawasar, penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama,

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring
dan evaluasi pencapaian kinerja;

¢. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah
tangga; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Pasal 5

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas-
. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan-Kearsipan;
. mengelola administrasi kepegawaian;
. mengelola urusan perlengkapan dan

oo op

. melaksanakan verifikast
f. melakukan persi

euangan,
pegawai dan

Pasal 6
) Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3-gyat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, mempunyai tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah
pada Perangkat Daerah serta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. penyiapan penyusunan kebijjakan terkait pemeriksaan
penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang tidak
berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

c. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,;

d. pengkoordinasian  pelaksanaan  pengawasan  fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



(1)

(2)

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
desa yang meliputi bidang tugas pemerintah desa;

g. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan;

j- pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan

k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 7

Inspekitur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan
tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi

birokrasi di daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuepada ayat (1),
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
a. penylapan penyusunan kebijal -
khusus dan penanganan-pe;
yang berindikasi terjaci
b. penylapan

pencegdheat) Kq :
C. P ia -ﬁ PERYUSL
elak$anaan| reformasilbirfokrasi;
L . . )

e rencang dan pengkoordinasi program kerja pembinaan

1 [Pet gar'oVJE ari khusus;
pelaksandan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
derigan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat
Penegak Hukum, dan pihak lainnya;

g. perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja
sama APIP APH;

h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemeriksaan
khusus terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;

i. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara;

penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

penanganan Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan

Kepentingan;

m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan khusus;

pengendalian mutu laporan hasil pengawasan; dan

0. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
sesuai bidang tugasnya.

terkait pengawasan

R
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan beban kerja.

(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional
masing-masing.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam mel akan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan pe '
mengatur jabatan fungsional.

(2) Dalam pelaksanaan tugas schbagain
kelompok jabatan fu
dan/atau dalam
dan kinerj sasi

e

(3) Tim sebaga

avat (2) terdiri atas:

pat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana

ayat 3 huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit

§1 dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai

figan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris,
Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi




lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya
masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubuy

kerja.
Pasal 11
(1) Dalam hal terdapat potensi penyal a nang dan/ ata.::/
kerugian keuangan negara/dacrah, pﬁ t laksanak
fungsi sebagaimana di m' Ra t|(4 ruf c
tanpa menunggu asaj ati.
(2) Dalam hal 1 ) | 5f i a dimaksud dalam
Pasal—2~"ayatr(4) 1 f ¢ terdapat indikasi
yelahgunaa ewern /atau kerugian keuangan
negarg /id aWh ajib melaporkan kepada Bupati dan
B‘: ernur| el Pemerintah Pusat.
BAB VI
ESELON JABATAN
Pasal 12

(1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi.

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural
Eselon Illa atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau
Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pengisian pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja  Inspektorat Kabupaten Jember sampai dengan
dilaksanakannya pengisian jabatan dengan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati qube?'
Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan prgéhisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 202,1 Nomor 134), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. 1 f' \ : (v ! |
[ LA 1|

PmI;S‘l l F;"',':'

Peraturan Bupati 1m mu ﬁ‘berlhk mP i tan al/diundarrgkan
, .‘\ \J ,/
| -
Agar __s_ct.ia. oré#lg pﬁ; mefmtahkan pengundangan
Peratura‘n upatl 1 i de gan cmﬁ)atannya dalam Berita Daerah
Kabupalien JTmbet' |
IRIRYS 1 Lt
I.' LA '.III | / _."l |_,. ' & - g
- Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Trbrovar! 2023
BUPATI JEMBER,
Diundangkan di Jember
pada tanggal 2% *Tclroar) 2023 ttd
ARIS DAERAH,
HENDY S

u'& na
15 199602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 28




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR . 28 TAHUN 2023 -~

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS  DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

INSPEKTORAT &
| \ - —
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Py ‘ Sek:retariat
. J’; - . 1 | / II.' J | | - e
=0V o
—ar Al A\ 1 _/ |~ Sub Bagian o
> St I | B _ ] .' L™ Adm1mstra51
P il | Y | = dan Umum
- -_ ~ ’.| =
AL Al
== ',, = T e R B = B
- | || J,‘\J' “
Inspektur Pembantu m#?kﬁ [Pplhb 41 !,,. | Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu
Wilayah I yah II Wilayah III Wilayah IV Khusus
1 “ ﬂ = > ] | | |
Kelompok Jabatan . ,.---’Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan
Fungsional 1~ Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional
(Audit/o’r__daﬁ' (Auditor dan (Auditor dan (Auditor dan (Auditor dan
Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas
_—~Pemerintahan) Pemerintahan) Pemerintahan) Pemerintahan) Pemerintahan)
et e, A TS
~ S DAERAH, BUPATI JEMBER,
ttd
B 57 NO, S.E. HENDY S
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